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RINGKASAN 

Risky Oktapia Putri. Januari 2024. KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM 

MENANGANI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PASCA DIHAPUSNYA DINAS 

KEHUTANAN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.. 

 Dinas Kehutanan adalah suatu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan, meliputi pengelolaan hutan, 

konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan daerah aliran sungai. Dinas kehutanan juga 

memiliki kewenangan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan 

lahan yang selanjutnya disebut karhutla merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau 

lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan 

lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Namun, 

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Dinas Kehutanan di Kabupaten/kota dihapuskan, karena dalam Undang-undang ini  

menetapkan bahwa urusan kehutanan ditarik ke provinsi kecuali kabupaten yang memiliki 

Tahura maka dari itu gubernur memiliki peran penting dalam kepemimpinan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan di daerah. 

 Setelah dihapusnya Dinas Kehutanan di  Kabupaten/Kota, maka dalam melakukan 

pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan mengeluarkan Peraturan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang meliputi usaha/kegiatan/tindakan 

pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional 

pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, 

dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan salah satunya dengan 

membentuk Organisasi Dakarhutla yaitu organisasi pelaksana pengendalian kebakaran hutan 

dan lahan.  

 Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani Kebakaran 

hutan dan lahan setelah dihapusnya Dinas Kehutanan berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 

Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya memiliki 1 kewenangan/urusan yaitu 

Pelaksanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura). Kewenangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam bidang kehutanan tersebut, menjadi satu-satunya kewenangan yang 

dimiliki berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan 

kebakaran hutan dan lahan. Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan bahan 

hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui 

studi pustaka 
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Risky Oktapia Putri. Januari 2024. KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI 
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Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 

halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah dalam 

menangani kebakaran hutan dan lahan pasca dihapusnya dinas kehutanan. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum Normatif. Sifat penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif dengan tipe penelitian berupa sistematika hukum. Dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statue Approach). ialah 

pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam Perundang-undangan 

yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat. 

 

Menurut hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, dalam pencegahan dan penanganan 

kebakaran hutan dan lahan setelah dihapusnya Dinas Kehutanan dilakukan oleh berbagai 

Lembaga-lembaga yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku seperti Peraturan  

Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 

tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.   . Kedua, dalam Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membagi kewenangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, akan tetapi belum 

ada peraturan secara rinci sebagaimana mestinya pemerintah daerah selaku perwakilan dari 

pusat dalam menangani hal tersebut. 

Kata Kunci: Kewenangan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Dinas Kehutanan.   
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